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Penelitian ini didasarkan pada penetapan Pengadilan Agama Rantau Nomor 

208/Pdt.P/2022/PA.Rtu dan 226/Pdt.P/2022/PA.Rtu yang mengabulkan 

permohonan itsbat nikah oleh pemohon yang telah melangsungkan pernikahan 

ketika masih belum memenuhi batasan usia menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan yang dirubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019. Majelis 

Hakim mengesampingkan ketentuan Pasal 7 UU Perkawinan yang mengatur 

tentang batasan usia menikah. Berdasarkan hal ini penulis tertarik untuk meneliti 

bagaimana pertimbangan hakim untuk mengesampingkan ketentuan usia nikah 

pada dua penetapan tersebut. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan 

dikesampingkannya ketentuan usia nikah pada Pasal 7 UU Perkawinan. Penelitian 

ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan Penetapan Pengadilan 

Agama Rantau Nomor 208/Pdt.P/2022/PA.Rtu dan 226/Pdt.P/2022/PA.Rtu sebagai 

bahan utama yang akan ditunjang dengan bahan kepustakaan lainnya. Penelitian ini 

termasuk penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case 

approach). Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan studi 

dokumen dan studi pustaka yang terkait dengan Penetapan Nomor 

208/Pdt.P/2022/PA.Rtu dan 226/Pdt.P/2022/PA.Rtu. 

Simpulan dari penelitian ini adalah dalam pertimbangan hukumnya, Majelis 

Hakim mengesampingkan ketentuan usia nikah dalam Pasal 7 UU Perkawinan demi 

terwujudnya kepastian dan jaminan perlindungan hukum. Ketentuan Pasal 7 UU 

Perkawinan yang dikesampingkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim atas 

perkara itsbat nikah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Pasal 

4 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 58 

ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mengharuskan 

segala tindakan berdasarkan atas hukum. 

 


